REPUBLIK INDONESIA

No.1311, 2018 KEMEN-ATR/BPN. Satuan Biaya Keluaran
Kegiatan Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK. 02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menetapkan
Kementerian/Lembaga untuk menyusun suatu pedoman
harga satuan pekerjaan sebagai dasar untuk menghitung
harga satuan yang selanjutnya menghasilkan Harga

Satuan Keluaran;
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Mengingat

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan
diperlukan pedoman Harga Satuan Biaya Keluaran
Kegiatan yang menghasilkan Indeks Biaya Keluaran dan
Total Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Satuan Biaya Keluaran
Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK. 02/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.
02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar
Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 342);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
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Menetapkan

13.

14.

916);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN BIAYA
KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGRARIA° DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TAHUN 20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Satuan Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional berupa indeks biaya dan
total biaya yang dipergunakan sebagai acuan dalam

perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan
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Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran
untuk menghasilkan satu volume keluaran (output) yang
ditetapkan oleh Menteri di luar Standar Biaya Masukan
maupun Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh
Menteri  Keuangan, sebagai acuan  perhitungan
kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran
untuk menghasilkan total volume keluaran output.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berisi dokumen
rencana keuangan tahunan yang disusun menurut
Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program.
Hasil  (Outcome) adalah  segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari
Kegiatan dalam satu program.

Kinerja adalah Prestasi Kerja berupa Keluaran (Output)
dari suatu Kegiatan atau Hasil (Outcome) dari suatu
Program dengan Kuantitas dan Kualitas terukur.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.
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